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Mengingat_ :

.Unc}ang—Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang

' KABUPATEN GORONTALO UTARA

BUPATI GORONTALO UTARA,
ba_hwa untuk. melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1)

Perg_tur_an Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentanlg.
Perij,lbahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Téhuﬁ
20f6 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 ayat (3)
PerfaturaLn Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Penibeﬁtukan‘ dan Susunan Perangkat Daerah . perlu
menetapkan Peraturan Bupatz tentang Pembentukan Umt'
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dmas
Kesehatan o ; . . ;
Perﬁbentukan Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di
Prov1n31 Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesm
Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 4687 );

2 Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomo‘r
|
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BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
. NOMOR |9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBEIQTTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

KABUPAT EN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1)

Peré.turan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 ayat (3)_
2016
Daerah perlu

Peraturan Daerah Nomor 3 ’I‘ahun

Pembentukan dan Susunan Perangkat

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit

: Pelaksana ’I‘ekms Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dmas

Kesehatan

Mengingat  : 1. Ungiang«Undang Nomor 11 Tahun

2007

tentang

tentan%; -

Penj1b_entukan Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di

.' Proizinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indone31a

Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indonesia Nomor 4687 ),

2. Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan _

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
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144 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesi Nomor

t

.Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentané

: Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesm

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

_' Republlk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -2029
Norﬁor 245, Tambahan Lembaran Negara Republilf{'

|

Indones.1a Nomor 6573); |

.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pere:mgkat Daergh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tah;un 2019 Nomor 187, ’I‘ambahan Lemabaran Negar%a.
Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah
der;gan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentanLg
Perilbahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tenicang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indone31a Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lernabaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 6402);

.Pemendagn Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendoman

Perpbentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Umt
Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indone51a Tahun 2017 Nomor 451};

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang

Pu§at Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

. Periaturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3

Tal‘;iun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkét
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan

Lernbaran Daerah Nomor 214).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT

Da]arn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.

2

"~ ‘Bupati adalah léupati Gorontalo Utara.

PEL;AKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN. |

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusal_;

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

t
|
|
|
|
!

Dinas Kesehatan yvang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat

‘Daerah yang | menyelenggarakan Urusan Pemermtahan di bldang

|

Kesehatan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjuinya disebut UPTD

|
merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknls

operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
Urusan Pemenntahan adalah kekuasaan pemerintahan yang men_]ad1
kewenangan Pre51den yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk mehndung1
melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. i

Tugas Pernbantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada

"~ Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi
kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemenntaha‘n
yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Ral{yat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahah

yvang menjadi k:iewenangan Daerah.
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10.

11.

o 12.

13.

14,

(1)

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selan_]utnya disebut Puskesmas
adalah fasﬂltas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tlngkat

- pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promofif dan preventtf

untuk mencapal derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tmggmya d1
wﬂayah kerjanya - _ _ ' o }
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdfkan diri dalam

bidang kesehatan serta mermhk pengetahuan ‘dan/ atau keterampllan

melalui pend1d1kan di bxdang kesehatan’ yang untak Jenls tertentu‘

mernerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. ;'

i

helompok Jabatan Fungswna] adalah = pegawai negen sipil “yang

menduduki Jabatah fungsmnai sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

Upaya Kesehatan Masyarakat yang selan_]utnya disingkat UKM adalah '
setiap kegiatan untuk memelihara dan menmgkatkan kesehatan serta

mencegah dan menanggulangi timbulnya- masalah kesehatan dengan )

sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat. . | _i

Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya dlslngkat UKP adalah '

suatu keglatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan

yang dltujukan untuk penmgkatan pencegahan, penyembuhan‘

penyekait, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memullhkan
kesehatan perseorangan |

Sistem Informas1 Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediaka}l'

informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam ,

melaksanakan managjemen puskesmas dalam mencapai sasaran

kegiatannya.

1 BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
: Bagian Kesatu
Pembentukah :
' Pasal 2 ‘
Dengan peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan |

RABAG | KABAG | ASS ] SEKDA | WABUP
; ORB HUKUM

AN

e



(2)

(1)

Unit Pelaksanja Teknis Daerah Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Pu skesmasi Atinggola
Pu_skesmas:- Gentuma -
Puskesmasi Dambalo
Puskesma§ Kwandang
Puskesmasz Molingkapoto
Pl.ls.l‘:esmasjf Ponelo

Puskesmas Anggrek

=o' T o T T - R T < -

Puskesmas llangata

Puskesmas Monano .

—te
+

Cis
‘.

Puskesmaé Dulukapa

~

Puskesmaé Sumalata

—
H

Puskesmas:= Buloila
- Puskesmas; Biau

Puskesmas Tolinggula

R

Puskesmajs Limbato

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Kesehatan Masyarakat

UPTD Puskesn;.as berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis bersifait

kepada kepala ﬂinas kesehatan.

- fungsional darix unit layanan berada di bawah dan bertanggungjawab

 UPTD Puskesnflas Sebagajmana dimaksud pada ayat (1}, dipimpin ole:h

kepala puskeismas yang diangkat dari pejabat fungsional tenaéa

_ perundang—ungiangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi

Pasal 4

a. Kepala Pusi{esmas;
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| ~ kesehatan yax_ig diberi tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan

'(1) Susunan organi;fsasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas terdiri ata?s': '



b. Kepala ’I‘ataé Usaha; dan
c. Kelompok ja’.batan Fungsional. ‘
(2) Ketentuan mengenal struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Puskesmas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum 1

- Pasal 5 ‘
Unit Pelaksana Tekms Daerah Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan dibidang kesehatan yang bersifat teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penun_]ang dalam pelayanan kesehatan untuk mencapai tu3ua_n

pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya.

: Pasal 6
Dalam melaksanaka;ﬁ tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD
Puskesmas menyelen%ggarakan fungsi:
a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama diwilayah kerjanya; dan
b. Penyelenggaraali UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Kepala Puskesmas
,‘ Pasal 7 :
Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijaka{n
kesehatan untuk fnencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilaya!h
kerjanya. | ‘
Pasal 8

Dalam melaksanakah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala
UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan pérencanaan kegiatan UPTD Puskesmas; .
b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang melipu'ti

pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakét

&

e
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tingkat pertam:a melalui upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan
pengembangan;

c. Pelaksanaan koordmasu dan fasilitasi dalam melaksanakan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat;

d. Pembinaan, pepgawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan
kepada masyafakat; dan

e. pelaksanaan tligas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Kepala Tata Usaha
Pasal 9

Kepala Tata Usaha jmempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam
melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dengan membawahi
beberapa kegiatan fang meliputi system informasi puskesmas, pengelolaan
administrasi kepega{waian, umum dan rumah tangga serta pengelolaan
keuangan dalam Iii‘lgkup puskesmas yang meliputi kewenangan‘ sesuai
ketentuan peraturan ?perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala

Tata Usaha menyeleriggarakan fungsi :

a. penyusunan renﬁcana kerja UPTD Puskesmas;
b. pengelolaah ad_fninistrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan
administrasi keﬁangan UPTD Puskesmas; dan

c. pelaksanaan evaiuasi dan pelaporan kegiatan UPTD Puskesmas.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11
(1) Kelompok Jabatian Fungsional sebagajmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1} huruf c, mfelaksanakan tugas secarm professional sesuai dengan
jabatan fungsioénal masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

v
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(2)

(3)

(4)

()

(2)
(3)
(4)

()

Kelompok Jabagan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
datam melaksaﬁakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada kepala UP’I‘D Puskesmas.

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan atau sub
kelompok sesuau; kebutuhan.

Jumlah tenaga dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat,
jenis, kebutuhar; dan beban kerja.

Pembinaan terﬁadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan

peraturan peruﬁdang-undangan yang berlaku.

; BAB IV
JABATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu

Jabatan dan Eselonisasi

. Pasal 12 _
Kepala UPTD éPuskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga
kesehatan yang fdiberikan tugas tambahan sesuai peraturan perundang-
undangan, |
Kepala Tata Usaiiua merupakan jabatan eselon IV b.

Penanggunawéb pada Puskesmas bukan jabatan struktural.

Kelompok Jaba?tan Fungsional tenaga kesehatan merupakan jabatan
fungsional ymilg ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan jabatan pelaksana yang

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

Kepala UPTD Puskfesmas, Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan

Fungsional pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),

diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan

ketentuan peraturan Eperu.nda.ng-umdangan.
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BABV
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Kepala UPTD Pﬁgkesmasi Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan
Fungsional padfa Puskesmas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai
dengan ketentufan peraturan perundang-undangan serta menerapkan-
prinsip hirarki; koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi,
simplikasi, akuﬁtabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.

(2) Kepala UPTD P;Jskesmas melaksanakan system pengendalian internal
dilingkungan -Epuskesrnas dan bertanggungjawab atas seluruh
penyelenggaraaﬁ dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.

(3) Kepala UPTD Puskesmas  bertanggungjawabh memimpin dan
mengkoordinasie;' bawahan, memberikan pembinaan kepegawaian,
pengelolaan keuiangan dan pengelolaan sarana dan prasarana terhadap
bawahannnya.

(4) Kepala UPTD f;Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan
pembinaan dan bengawasan terhadap bawahannya.

(5) Kepala UP’I‘D Puskesmas dalam menjalankan tugasnya

bertanggunawéb kepada kepala dinas kesehatan.

BAB VI
.' KEPEGAWAIAN
Pasal 15
Kepegawaian UPTD iPuskesmas diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaicu.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan untuk r!nendukung kegiatan UPTD Puskesmas ciibebankan pada
Anggaran Pendapatafl Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan sumber

lain yang sah sesuai é:lengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

: Pasal 17
Dengan berlakunyé Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang
mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja Puskesmas Kabupaten
Gorontalo Utara yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan
tidak berlaku lagi. :
, Pasal 18
Peraturan Bupati ini mula1 berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan pf::nempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara. i |

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggalls ACSTE2022
[LBUPATI GORONTALO UTARA,

A

THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwahdang

pada tanggal |5 AGSTC 2022

Nip. 1968122‘5‘199403 1 006

4
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STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KEPALA
PUSKESMAS
Bl
KIKPALA TATA USAHA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KABAG
ORB

KABAG | ASS T SEKDA WABUP
-

KABUPATEN GORONTALO UTARA

LAMPIRAN PERTURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR: (9 Tallun 222

TENTANG PEMBENTUKAN UPTD PUSKESMAS PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

cBUPATI GORONTALO UTARA,

s

THARIQ MODANGGU



